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RUGIKAN dari hal

berdasarkan hasil audit penghitungan
kerugian negara oleh BPEP
Perwakilan Sulteng Nomor : SR-23/
PW19/5/2014 tanggal 17 Oktober
2014.

Terdakwa selaku
Anggaran
pencairan

Pengguna
telah melakukan
dana dan membuat
pertanggungijawaban penggunaan
dana kegiatan perjalanan dinas luar
daerah tahun 2010 hingga 2013
secara bertahap melalui SP2D dengan
total Rpl.198.565.365. Rinciannya,
tahun 2010 senilai Rp339.374.200,
2011 Rp347.440.000, tahun 2012
Rp263.664.695 dan tahun 2013
sebesar Rp248.086470.

Namun ternyata terdakwa tidak
melaksanakan kegiatan itu tetapi
ada pertanggungjawabannya
dengan membu dokumen
perjalanan dinas fiktif, berupa tiket
pesawat dan boarding pass. Selain
itu, juga menerima biaya perjalanan
dinas melebihi ketentuan Standar
Biaya Umum Daerah Kabupaten
Donggala, menerima kelebihan
pembayaran uang harian dan
penginapan.

Pada tahun 2010 biaya perjalanan
dinas yang tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp216.804.200. Rinciannya,
dua perjalanan dinas (SPPD) yang
kelebihan pembayaran senilai
Rp2.550.000, satu SPPD tumpang
tindih dengan perjalanan dinas
lainnya senilai Rpl.350.000, satu
SPPD staf yang tidak berangkat
dengan mobil, serta 20 SPPD
yang tiket keberangkatannya
tidak terdaftar dalam manifest
penerbangan senilai Rp209.079.200.

Tahun 2011 biaya perjalanan

dinas yang tidak sesuai ketentuan
sebesar Rp164.100.000, berupa 17
SPPD yang tiket keberangkatannya
tidak terdaftar dalam manifest
penerbangan atau tidak beranglkat.
Tahun 2012 biaya perjalanan dinas
yang tidak scsuai ketentuan sebesar
Rp122.315.200. Rinciannya, enam
SPPD yang kelebihan pembayaran
senilai Rp9.700.000,00 dan 10
SPPD yang tiket keberangkatannya
tidak terdaftar dalam manifest
penerbangan.

Untuk tuhun 2013, biaya perjalanan
dinas yang tidak scsuai ketentuan
sebesar Rp56.917.395. Rinciannya,
17 SPPD yang kelcbihan pembayaran
senilai Rp29.026.895,00 dan tiga
SPPD yang tiket keberanglkata
tidak terdaftar dalam mani
penerbangan Rp27.890.500

Sementara-dalam dakwaan Al
Lasamaulu diuraikan bahwa reali
penecairan dan me
pertanggungiawaban penggunaan

ana kegiatan perjalanan dinas luar
daerah tahun 2010 hingga 2013

.cara bertahap melalui SP2D dengan
total Rpl.334.607.586. Rinciannya,
fahun 2010 senilai Rp299.464.200,
2011 Rp339.983.300, tahun 2012
“Rp387.432.900 dan tahun 2013
scbesar Rp307.727.168.

ernyata terdakwa tidak
melaksanakan kegiatan itu, tctapi
ada pertanggungjawabannya dengan
membuat dokumen perjalanan dinas
fiktif, berupa tiket pesawat dan
boarding pass.

Selain itu juga menerima biaya
perjalanan dinas melebihi ketentuan
Standar Biaya Umum Daerah
Kabupaten Donggala, menerima

dana

kelebihan pembayaran uang harian
dan penginapan.

Tahun 2010 perjalanan dinas
yang tidak sesuai ketentuan sebesar
Rp257.013.600. Rinciannya, dua
SPPD tidak dilengkapi bukti tiket
pesawat Rp24.034.000. Kemudian
enam SPPD kelebihan pembayaran
uang harian dan penginapan hingga
tidalk suai ketentuan Rp6.525.000.
Selanjutnya, 22 SPPD yang tiket
keberangkatannya tidak terdaftar
dalam manifest penerbangan
Rp226.454 600. #

Tahun 2011 biaya perjalanan
dinas yang tidak sesuai ketentuan
schesar Rp313.883.300. Rinciannya,
dua SPPD kelebihan pembayaran
lumpsum harian hingga tidak
sesuai ketentuan senilai Rp375.000
dan 39 SPPD tiket keberangkatan
tidak terdaftar dalam manifest
penerbangan atau tidak beranglat
Rp313.508.300.

Tahun 2012 biaya perjalanan
dinus yang tidak sesuai ketentuan
Rp222.714.000. Rinciannya, cnam
SPPD kelebihan pembayaran uang
harian dun penginapan hingga tidak
sesuai ketentuan Rp13.210.000
Kemudian 30 SPPD tiket
keberangkatan tidak terdaftar dalam
manifest penerbangan Rp209.504.000

Sementara tahun 2013, biaya
perjalanan dians yang tidak
sesuai ketentuan Rpl03.8809830.
Rinciannya, satu SPPD tidak
dilengkapi dengan bukti tiket
kepulangan Rp4.117.998, lima
SPPD kclebihan pembayaran
uang harian dan penginapan
Rp3.759.332, serta 10 SPPD tiket
keberangkatannya tidak terdaftar

dalam manifest penerbangan Rp.
96.003.500

»Sehingga terdakwa didakwa
melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal
18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dengan UU Nomor: 20
tahun ‘2001 tentang Pemberantasan
Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU
Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah
diubah dengan UU Nomor: 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tipikor
Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta
lebih subsidair Pasal © Jo Pasal 18
UU Nomor: 31 Tahun 1999 yang
telah diubah dengan UU Nomor: 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP,”
ujar JPU Ricky SH.

Mendengar gakwaan JPU,
kedua terdakwa yang didampingi
penasihat hukum, Hartawan Supu
SH dan Muhtar SH menyatakan
akan mengajikan eksepsi. Namun
meminta waktu satu minggu.

»Untuk mendengarkan eksepsi
terdakwa, sidang ditunda hingga
Rabu 21 Januari 2015” tutup Ketua
Majelis Hakim AFS Dewantoro SH
MH.

DILARANG
LARANG AMBIL GAMBAR
Pada sidang perdana itu, wartawan
yang meliput mendapat intimidasi
dari sejumlah simpatisan kedua
terdakwa yang hadir menyaksikan
persidangan. Mereka melarang awak
media cetak maupun elektronik
mengambil gambar jalan persidangan.
»Jangan ambil gambar yah,” ancam
salah seorang simpatisannya pada
sejumlah wartawan. AGK/AMR




